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BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR cG- TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,

bahwa pengelolaan aset Desa dilaksanakan dalam rangka
mewujudkan pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat
Desa;

bahwa dalam rangka penyesuaian dengan kebijakan
pemerintah pusat perlu dilaksanakan perubahan terhadap
peraturan mengenai pengelolaan aset Desa;
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Aset Desa perlu dilakukan perubahan
agar selaras dengan kebijakan nasional;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang
Pengelolaan Aset Desa;

Menimbang : a.

b.

c.

d.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-
Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor
72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1820);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

Mengingat : 1.

2.

3.
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41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang-Undang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Keija menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
RepubUk Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6623);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan
untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2016 Nomor 53) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun
2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 243);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020

tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);

23 Tahun 2014Nomor tentang



-3-

10. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 4 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 Nomor 4);

11. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 37 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usui
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten

Kotawaringin Timur (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2019 Nomor 38);

12. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 12 Tahun 2021
tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor
12);

13. Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 25 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kotawaringin Timur Tahun 2021 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 25

TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ASET DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin
Timur Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa
(Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021
Nomor 25), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

Dewan

penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah.

5. Camat adalah Perangkat Daerah yang berada di wilayah
Kecamatan.

6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai
Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan
mengurus

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Rakyat Daerah dalamPerwakilan

kepentinganpemerintahan,urusan
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8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan
Desa.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya
disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan
Pemerintahan Desa.

ll.Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

12. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

IS.Peraturan Desa adalah peraturan perudang-undangan
yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan
disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.

14. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari
kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas
beban anggaran pendapatan dan belanja Desa atau
perolehan hak lainnya yang sah.

15. Aset Desa yang bersifat Strategis adalah Aset Desa yang

berupa Tanah Desa/ tanah kas Desa, Tanah
Ulayat/Adat, kebun Desa, kolam ikan milik Desa, pasar
Desa, pasar hewan, dermaga (tambatan perahu),
bangunan Desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil
pertanian, hutan milik Desa, mata air milik Desa,
pemandian umum dan aset lainnya milik Desa.

16. Pengelolaan Aset Desa adalah rangkaian kegiatan mulai
Pengadaan,

Pengamanan,

Penghapusan, Pemindahtanganan, Penatausahaan,
Pelaporan, penilaian, Pembinaan, Pengawasan dan
Pengendalian Aset Desa.

17. Perencanaan adalah kegiatan merusmuskan irncian
kebutuhan Aset Desa sesuai kebutuhan untuk

menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu
dengan keadaan yang sedang beijalan sebagai dasar
dalam melakukan tindakan yang akan datang.

18. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan
pemenuhan kebutuhan Aset Desa dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

19. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah Desa dalam mengelola dan menatausahakan
Aset Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi
Pemerintahan Desa.

20. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Aset Desa yang
tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugas dan

Penggunaan,
Pemeliharaan,

dari Perencanaan,

Pemanfaatan,
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fungsi Pemerintahan Desa dan/atau optimalisasi Aset
Desa dengan tidak mengubah status kepemilikan.

21. Pengamanan adalah proses dan/atau cara perbuatan
mengamankan Aset Desa dalam bentuk fisik, hukum,
dan administratif.

22. Pemeliharaan adalah proses untuk menjaga dan
memperbaiki Aset Desa agar selalu dalam keadaan baik
dan siap pakai dalam rangka penyelenggaraan
Pemerintahan Desa.

23. Penghapusan adalah tindakan menghapus Aset Desa
dari daftar Aset Desa dengan keputusan Kepala Desa
untuk membebaskan Pemerintah Desa dari tanggung

jawab administrasi dan fisik atas Aset Desa yang berada
dalam penguasaannya.

24. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan Aset
Desa.

25. Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan Aset
Desa yang dilakukan antara Pemerintah Desa dengan
pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk
tanah dan/atau bangunan atau uang yang senilai atau
menguntungkan.

26. Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Aset Desa
kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam
bentuk uang.

27. Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi
pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan Aset Desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

28. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan
pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan
Aset Desa.

29. Kodefikasi adalah pemberian kode barang pada setiap
barang inventaris milik Pemerintah Desa yang
menyatakan kode lokasi dan kode barang.

30. Pelaporan adalah penyampaian data dan informasi yang

akurat terkait dengan keadaan objektif Aset Desa sebagai
bahan pengambilan kebijakan mengenai pengelolaan
Aset Desa.

31. Tanah Desa adalah tanah yang dikuasai dan/atau
dimiliki oleh Pemerintah Desa dan tercatat dalam buku

inventaris Desa sebagai salah satu sumber Pendapatan
Asli Desa serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan
taraf hidup masyarakat Desa.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Perencanaan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf a, dituangkan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
untuk kebutuhan 8 (delapan) tahun.

(2) Perencanaan kebutuhan Aset Desa untuk kebutuhan 1
(satu) tahun dituangkan dalam Rencana Keija Pemerintah
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Desa (RKP Desa) dan ditetapkan dalam APBDesa setelah
memperhatikan ketersediaan Aset Desa yang ada.

3. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 24

Penghapusan Aset Desa yang bersifat strategis sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terlebih dahulu dibuatkan
berita acara dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa

setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah sehingga Pasal 25
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

(1) Penghapusan Aset Desa selain sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 tidak perlu mendapatkan persetuiuan
Bupati.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terlebih dahulu dibuat berita acara dan ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Desa.

5. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 27

(1) Bentuk Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 huruf h meliputi:
a. Tukar Menukar; dan
b. Penjualan.

(2) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a berupa tanah dan/atau bangunan.

(3) Pemindahtanganan Aset Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b selain tanah dan/atau bangunan
berupa peralatan dan mesin aset tetap lainnya, dan
bongkaran bangunan.

6. Ketentuan Pasal 29 dihapus.

7. Ketentuan Paragraf Kesembilan Bagian Kedua Bab IV diubah
sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Kesembilan

Penatausahaan dan Pelaporan

8. Ketentuan Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 30

(1) Aset Desa yang sudah ditetapkan status penggunaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dicatat dalam

buku inventaris Aset Desa dan diberi kode barang.
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(2) Penatausahaan Aset Desa menggunakan aplikasi yang
dikelola Kementerian yang menyelenggarakan
pemerintah di bidang Dalam Negeri.

(3) Pelaporan Aset Desa disampaikan oleh Kepala Desa
kepada Bupati setiap semester.

(4) Inventarisasi Aset Desa dilakukan paling sedikit 1 (satu)
kali dalam waktu 5 (lima) tahun.

(5) Kode barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)
diatur dalam pedoman umum mengenai kodefikasi Aset
Desa.

urusan

9. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 33

Ketentuan mengenai format keputusan Kepala Desa tentang
penetapan status penggunaan Aset Desa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), format berita acara dan

keputusan Kepala Desa tentang penghapusan Aset Desa
yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal

24, format berita acara dan keputusan Kepala Desa tentang
penghapusan Aset Desa sebagaimana dim^sud dalam Pasal
25 ayat (2), format laporan Aset Desa, dan format buku
inventaris Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30

ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.

10. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 34

Pemindahtanganan Aset Desa berupa Tanah Desa melalui
Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat
(1) huruf a terdiri dari:
a. untuk Proyek Strategis Nasional;
b. untuk kepentingan umum;
c. untuk bukan kepentingan umum; dan
d. untuk kepentingan Desa.

11. Ketentuan Bagian Kesatu Bab V diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Untuk Proyek Strategis Nasional

12. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35 disisipkan 11 (sebelas) pasal,
yakni Pasal 34A sampai dengan Pasal 34K sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 34A

(1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk Proyek
Strategis Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 huruf a, dilakukan dengan pemberian ganti kerugian
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berupa uang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang undangan.

(2) Besaran ganti rugi berupa uang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sesuai harga yang menguntungkan Desa
dengan menggunakan nilai penggantian wajar basil
perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan

mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang
undangan.

Pasal 34B

(1) Ganti kerugian berupa uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34A ayat (1) digunakan Pemerintah Desa
untuk membeli tanah pengganti yang senilai.

(2) Nilai penggantian wajar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34A ayat (2) meliputi kerugian fisik, kerugian non

fisik, dan beban masa tunggu.
(3) Dalam mencari tanah pengganti sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), Pemerintah Desa diberikan biaya untuk
pencarian tanah pengganti yang besarannya telah
dihitung dalam kerugian non fisik.

(4) Pencarian tanah pengganti oleh Pemerintah Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan selama
jangka waktu 6 (enam) bulan.

Pasal 34C

(1) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34A
ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan Tukar

Menukar untuk Proyek Strategis Nasional merupakan
wilayah keija Proyek Strategis Nasional sebagaimana
termuat dalam penetapan lokasi dari Gubemur atau
Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. Pemerintah Desa telah mendapatkan persetujuan

pelepasan hak atas tanah dari Gubemur; dan
c. telah teijadi kesepakatan mengenai besaran ganti

kerugian berupa uang sesuai hasil perhitungan
tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat antara

instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah
Desa dan disetujui dalam Musyawarah Desa.

(2) Kesepakatan besaran ganti kerugian berupa uang antara

instansi yang memerlukan tanah dengan Pemerintah
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh Dinas

yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang
pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pasal 34D

(1) Untuk mendapatkan persetujuan pelepasan hak atas
tanah dari Gubemur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34C ayat (1) humf b, Kepala Desa menyampaikan
permohonan persetujuan kepada Gubemur melalui
Bupati dengan melampirkan penetapan lokasi dari



-9-

Pasal 34C ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan
permohonan persetujuan kepada Gubemur melalui
Bupati dengan melampirkan penetapan lokasi dari

Gubemur atau Bupati sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34C ayat (1) huruf a.

(2) Bupati meneruskan permohonan persetujuan pelepasan
hak atas tanah dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak
tanggal permohonan diterima lengkap dan benar.

(3) Gubemur memberikan hak pelepasan hak atas tanah

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14
(empat belas) hari keija sejak tanggal dokumen diterima
lengkap dan benar.

(4) Dalam hai Gubemur menolak memberikan persetujuan,
permohonan persetujan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikembalikan kepada Kepala Desa dilengkapi
dengan alasan penolakan paling lama 14 (empat belas)
hari keija sejak tanggal dokumen diterima lengkap dan
benar.

(5) Kepala Desa dapat mengajukan kembedi permohonan
persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memperhatikan alasan penolakan sebagaimana

dimaksud pada ayat (4).

Pasal 34E

(1) Ganti kerugian bempa uang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34C ayat (2) ditransfer ke rekening kas Desa

setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34C ayat (1) dan dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pengalihan hak atas tanah kas Desa terhitung sejak
diterimanya ganti kerugian berupa uang, di rekening kas
Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pencairan dan Penggunaan ganti kerugian berupa uang

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari rekening kas
Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa setelah
mendapat persetujuan Bupati.

(4) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(5) Persetujuan pelepasan hal atas tanah dari Gubemur dan
berita acara kesepakatan sebagaimna dimaksud dalam
Pasal 34C ayat (2) dan persetujuan dari Bupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi lampiran
yang tidak terpisahkan dari persyaratan pencairan dan
penggunaan ganti kerugian berupa uang dari rekening
kas Desa.

(6) Kepala Desa bertanggung jawab serta menyampaikan
laporan atas pencairan dan penggunaan ganti kemgian

berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 34F

(1) Dalam hal telah dilakukan pembelian tanah pengganti
yang sesuai sebagimana dimaksud dalam Pasal 34B ayat
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(2) Penggunaan ganti kerugian berupa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membeli tanah.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan sisa uang

pembelian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ganti kerugian berupa uang sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati
dengan berpedoman pada Peraturan Bupati mengenai
Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 34G

(1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34C ayat (1) diutamakan berlokasi di Desa setempat.

(2) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti
dapat berlokasi di Desa lain dalam satu Kecamatan.

(3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah

pengganti dapat berlokasi di Kecamatan lain dengan
dibuktikan berita acara hasil pencarian tanah pengganti.

Pasal 34H

(1) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 34G diakukan oleh Pemerintah Desa dengan
membentuk tim pencarian tanah pengganti dengan
melibatkan unsur Pemerintah Provinsi, Kabupaten,
Kecamatan, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan
Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga
Adat Desa.

(2) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) beijumlah ganjil dengan jumlah paling
banyak 11 (sebelas) orang.

Pasal 341

(1) Tim pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud
dalam pasal 34H ayat (1) melakukan peninjauan
lapangan dengan melibatkan unsur pihak pemilik tanah
pengganti dan tenaga penilai.

(2) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang
ditandatangani oleh tim pencarian tanah pengganti,
unsur pihak pemilik tanah pengganti, dan tenaga penilai.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:

a. hasil Musyawarah Desa;
b. letak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan

penggunaannya;

c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan
tanah penggantinya;

d. berita acara pencarian tanah pengganti;
e. surat pernyataan tanah tidak dalam sengketa yang

diketahui oleh Kepala Desa;
f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti; dan
g. dokumentasi.
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(4) Tim pencarian tanah pengganti melaporkan hasil
pencarian tanah pengganti dengan melampirkan berita
acara pencarian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) kepada Gubemur.

Pasal 34J

Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 341 ayat (4)

sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa
tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

Pasal 34K

(1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar Menukar Tanah
Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34J dan
fotokopi sertiflkat tanah pengganti atas nama Pemerintah
Desa.

(2) Berdasarkan laporan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil
laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Gubemur

untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui
Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

13. Diantara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua ditambahkan 1

(satu) bagian yakni Bagian KesatuA, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Bagian KesatuA

Untuk Pembangunan Bagi Kepentingan Umum

14. Ketentuan Pasal 35 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 35

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, dilakukan dengan
pemberian ganti kerugian berupa tanah atau uang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

15. Di antara Pasal 35 dan Pasal 36 disisipkan 3 (tiga) Pasal,
yakni Pasal 35A, Pasal 35B dan Pasal 35C, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 35A

(1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 35 dengan pemberian ganti
kerugian berupa tanah dilakukan dengan ketentuan:
a. Aset Desa berupa tanah yang akan dilakukan tukar

menukar untuk pembangunan bagi kepentingan
umum merupakan wilayah keija bagi kepentingan
umum sebagaimana termuat dalam penetapan lokasi

dari Gubemur atau Bupati sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
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b. telah terjadi kesepakatan antara instansi
memerlukan tanah dengan Pemerintahan Desa yang
telah disetujui dalam Musyawarah Desa mengenai
nilai Aset Desa berupa tanah yang dimohon dan
tanah pengganti sebesar nilai penggantian wajar hasil
perhitungan tenaga penilai yang bersifat final dan
mengikat serta final dan mengikat serta lokasi tanah
pengganti.

(2) Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b dituangkan dalam berita acara yang diketahui oleh
Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa.

yang

Pasal 35B

(1) Ganti kerugian berupa tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 35A ayat (1) dilakukan dengan pencarian
tanah pengganti oleh instansi yang memerlukan tanah
dengan melibatkan Pemerintah Desa, Kecamatan,
Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Provinsi

membidangi pengelolaan Aset Desa, serta tenaga penilai
yang hasilnya dituangkan ke dalam berita acara.

(2) Berita acara pencarian tanah pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), memuat:
a. hasil Musyawarah Desa;
b. letak,

berdasarkan penggunaannya;
c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan

tanah penggantinya;
d. surat pemyataan yang menerangkan bahwa tanah

yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam
sengketa;

e. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
f. dokumentasi.

(3) Pencarian tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), dilakukan dalam kurun waktu paling lama 6
(enam) bulan sejak kesepakatan.

(4) Biaya-biaya pencarian tanah pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dibebankan kepada instansi
yang memerlukan tanah sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

unsur

yang

luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa

Pasal 35C

(1) Tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal
35B diutamakan berlokasi di Desa setempat.

(2) Dalam hal lokasi tanah penganti sebagaimana diaksud
pada ayat (1) tidak tersedia, tanah pengganti dapat
berlokasi dalam satu Kecamatan dan/atau Desa di
Kecamatan lain yang berbatasan langsung.

(3) Dalam hal lokasi tanah pengganti sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tersedia, tanah
pengganti dapat berlokasi di Kecamatan lain.

(4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak
menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan



-13-

(4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan setelah tim pencari tanah tidak
menemukan tanah pengganti sebagaimana ketentuan
padat ayat (1) dan ayat (2) yang dituangkan dalam berita
acara.

16. Ketentuan Pasal 36 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 36

(1) Berdasarkan hasil pencarian tanah pengganti
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35C Kepala Desa
mengajukan persetujuan atas permohonan Tukar
Menukar kepada Gubemur melalui Bupati dengan
melampirkan berita acara hasil pencarian tanah.

(2) Bupati menyampaikan permohonan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari
kerja setelah dokumen diterima lengkap dan benar
kepada Gubemur untuk mendapatkan persetujuan.

sebelum(3) Gubemur

sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melakukan
tinjauan lapangan untuk mendapatkan kebenaran
materiil dan formil kesesuaian tanah pengganti dengan
dokumen yang diajukan.

(4) Gubemur memberikan persetujuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari
keija setelah dokumen diterima lengkap dan benar.

(5) Petunjuk teknis pemberian persetujuan Gubemur

sebagaimana pada ayat (1), ditetapkan dengan
Keputusan Gubemur.

memberikan persetujuan

17. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 37

(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (3) dengan melibatkan unsur dari Pemerintah
Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga

Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat Desa, pihak
pemilik tanah pengganti, Kecamatan, unsur Pemerintah
Daerah Kabupaten dan tenaga penilai.

(2) Hasil tinjauan lapangan sebagimana dimaksud pada ayat

(1) dimuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh

para pihak dan/atau instansi terkait sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan diketahui oleh pimpinan
masing-masing.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
memuat:

a. hasil Musyawarah Desa;
b. letak, luasan, harga wajar, tipe Tanah Desa

berdasarkan penggunaannya;
c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan

tanah penggantinya;
d. berita acara Pencarian tanah pengganti;
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e. surat pemyataan yang menerangkan bahwa tanah

yang akan digunakan sebagai pengganti tidak dalam
sengketa;

f. nilai tanah yang ditukar dan tanah pengganti; dan
g. dokumentasi.

18. Ketentuan Pasal 38 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38

Persetujuan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam Pasal
36 ayat (4) sebagai dasar Kepala Desa menetapkan Peraturan
Desa tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

19. Di antara Pasal 38 dan Pasal 39 disisipkan 2 (dua) Pasal,
yakni Pasal 38A, dan Pasal 38B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 38A

(1) Kepala Desa melaporkan hasil Tukar menukar Tanah
Desa kepada Bupati dengan melampirkan Peraturan
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan
fotokopi sertifikat tanah penggati atas nama Pemerintah
Desa.

(2) Berdasarkan laporan dari Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Bupati menyampaikan hasil
laporan Tukar Menukar Tanah Desa kepada Gubemur
untuk kemudian dilaporkan kepada Menteri melalui
Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa.

Pasal 38B

(1) Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah untuk
pembangunan bagi kepentingan umum sebagaimana
dimaksud pada Pasal 34 huruf b, dengan bentuk ganti
kerugian berupa uang dilakukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan mengenai Tukar Menukar Aset Desa berupa
tanah dengan bentuk ganti kerugian berupa uang untuk

Proyek Strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada
Pasal 34A sampai dengan Pasal 34K berlaku mutatis
mutandis terhadap Tukar Menukar Aset Desa berupa
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

20. Ketentuan Bagian Kedua Bab V diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Bagian Kedua

Untuk Bukan Kepentingan Umum

21. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:
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Pasal 39

(1) Tukar Menukar tanah milik Desa untuk bukan

kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal
34 huruf c, dapat dilakukan apabila ada kepentingan
sektor non pemerintah/swasta dengan tetap
memperhatikan dan menyesuaikan rencana tata ruang
wilayah.

(2) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.

(3) Tukar Menukar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan ketentuan:
a. telah mendapatkan persetujuan kesesuaian

pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan

b. Tukar Menukar dilakukan setelah teijadi
kesepakatan besaran ganti rugi nilai tanah pengganti
sesuai harga yang menguntungkan Desa dengan
menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga
penilai.

(4) Lokasi tanah pengganti sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34G berlaku mutatis mutandis untuk pelaksanaan
dalam Tukar Menukar untuk bukan kepentingan umum.

22. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40

Tukar Menukar tanah milik Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 39 ayat (1), dilakukan dengan tahapan:
a. Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan

Tukar Menukar tanah kas Desa kepada Menteri melalui
Bupati dan Gubemur dengan melampirkan berita acara
hasil pencarian tanah dan berita acara kesepakatan.

b. Bupati dan Gubemur sebelum memberikan izin
sebagaimana dimaksud pada huruf a, melakukan
verifikasi data dokumen dan tinjauem lapangan untuk
mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian
tanah pengganti dengan dokumen yang diajukan.

c. sebelum Bupati menerbitkan izin sebagaimana dimaksud
pada huruf b, terlebih dahulu membentuk tim kajian

tingkat kabupaten dengan keputusan Bupati;

d. tim kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c diketuai
oleh Sekretaris Daerah yang beranggotakan perangkat
daerah dan Instansi terkait lainnya serta dapat
mengikutsertakan tenaga penilai;

e. tim kajian sebagaimana dimaksud pada huruf c bertugas
melakukan verifikasi data dokumen dan tinjauan
lapangan untuk mengetahui peluang keuntungan yang
akan diperoleh Desa seperti potensi peningkatan
ekonomi Desa, pendapatan Desa dan pembangunan
Daerah;

hasil kajian sebagaimana dimaksud huruf e dijadikan
sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam memberikan
izin Tukar Menukar;

f.
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g. penerbitan surat izin Bupati sebagaimana dimaksud
pada huruf f diterbitkan paling lama 60 (enam puluh) hari
keija sejak tanggal sejak dokumen diterima lengkap dan
benar;

h. surat izin Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g

disampaikan kepada Gubemur sebagai bahan
pertimbangan untuk penerbitan izin Tukar Menukar oleh
Gubemur;

i. sebelum menerbitkan izin Tukar Menukar, Gubemur

terlebih dahulu melakukan verifikasi data dan tinjauan
lapangan;

j. hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada
huruf i sebagai pertimbangan Gubemur untuk
penerbitan surat izin Tukar Menukar;

k. surat izin Tukar Menukar dari Gubemur sebagimana

dimaksud pada huruf j diterbitkan paling lama 60 (enam
puluh) hari kerja sejak dokumen diterima lengkap dan
benar;

surat izin Tukar Menukar dari Gubemur sebagaimana
dimaksud pada huruf k disampaikan kepada Menteri

untuk mendapatkan persetujuan Tukar Menukar;
m. Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan

Desa terlebih dahulu melakukan verifikasi data dokumen

dan tinjauan lapangan guna memperoleh kebenaran
materiil dan formil, sebagai bahan untuk menerbitkan
persetujuan Tukar Menukar;

n. izin sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf k,

serta hasil verfikasi data dokumen dan tinjauan lapangan
sebagaimana dimaksud pada huruf e dan hurufj, sebagai
dasar pertimbangan Menteri memberikan persetujuan
Tukar Menukar; dan

o. persetujuan Tukar Menukar Menteri sebagaimana
dimaksud pada huruf n diterbitkan paling lama 45
(empat puluh lima) hari keija sejak tanggal dokumen
diterima lengkap dan benar.

1.

23. Di antara Pasal 40 dan Pasal 41 disisipkan 2 (dua) Pasal,
yakni Pasal 40A dan Pasal 40B sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 40A

(1) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 40 huruf e, huruf i, dan huruf m, dilakukan untuk

mendapatkan kebenaran materiil dan formil kesesuaian
tanah pengganti dengan dokumen yang disampaikan.

(2) Tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan melibatkan unsur dari Pemerintah
Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Kecamatan, Pemerintah

Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa/Lembaga Adat

Desa, pemohon, pemilik tanah pengganti, penilai serta

pihak/instansi terkait.

(3) Hasil tinjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dimuat dalam berita acara tinjauan lapangan
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b. ietak, luasan, harga wajar, tipe tanah berdasarkan
penggunaannya;

c. bukti kepemilikan Tanah Desa yang ditukar dan
tanah penggantinya;

d. berita acara pencarian tanah pengganti;
e. surat pemyataan tanah tidak dalam sengketa yang

diketahui oleh Kepala Desa;
f. nilai Tanah Desa dan tanah pengganti;
g. hasil kajian tim kabupaten; dan
h. dokumentasi.

(5) Izin Gubemur dan berita tinjauan lapangan
disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang dalam negeri untuk
mendapatkan persetujuan Tukar Menukar.

acara

Pasal 40B

(1) Penerbitan izin oleh Bupati, Gubemur dan persetujuan
Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang dalam negeri sebagai dasar Pemerintah Desa
untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Tukar
Menukar Tanah Desa.

(2) Laporan hasil Tukar Menukar Tanah Desa dengan
lampiran berupa dokumen Peraturan Desa dan fotokopi
sertifikat tanah pengganti atas nama Pemerintah Desa
dilakukan secara beijenjang melalui dari Pemerintah
Desa sampai kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal
Bina Pemerintahan Desa.

24. Ketentuan Bagian Ketiga diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Bagian Ketiga
Untuk Kepentingan Desa

25. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 41

(1) Tukar Menukar Tanah Desa untuk kepentingan Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d dapat
dilakukan dengan tetap memperhatikan rencana tata
ruang wilayah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa dan Rencana Keija Pemerintah Desa.

(2) Kepentingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dalam rangka pembangunan Desa yang
merupakan kewenangan Desa, meliputi:
a. tambatan perahu;
b. pasar Desa;
c. tempat pelelangan ikan Desa;

d. tempat pelelangan hasil pertanian Desa;
e. pemandian umum Desa;
f. kesehatan dan pendidikan lokal Desa;
g. bangunan kantor Desa, gedung pertemuan Desa,

gedung kesenian Desa dan gedung olah raga Desa;
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h. embung Desa;
i. jalan pertanian Desa;

j. pos keamanan, pos kesiapsiagaan lingkungan Desa;
k. objek wisata milik Desa;

pemakaman Desa;
m. lapangan oiah raga Desa; dan

. kepentingan Desa lainnya
perundang-undangan.

(3) Tukar Menukar tanah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dilaksanakan dengan penggantian berupa tanah.

(4) Tanah Desa yang ditukar berlokasi di Desa
dan/atau berlokasi di luar Desa.

(5) Tukar Menukar tanah Desa yang berlokasi di luar Desa

sebapimana dimaksud pada ayat (4) diiakukan untuk
meningkatkan efektivitas Pengelolaan Aset Desa
lebih berdaya guna dan berhasil guna.

(6) Tukar Menukar tanah Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diiakukan dengan ketentuan:

Desa memerlukan tanah

1.

n
peraturansesuai

setempat

agar

a. Pemerintah untuk

pembangunan kepentingan Desa sesuai kewenangan
Desa;

b. terdapat besaran ganti rugi sesuai kesepakatan
dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan
tenaga penilai yang bersifat final dan mengikat;

c. disetujui dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan
dengan Peraturan Desa setelah mendapatkan
persetujuan Bupati;

d. tanah pengganti berlokasi di Desa setempat;
e. pembiayaan Tukar Menukar sampai dengan

penyelesaian sertifikat tanah pengganti menjadi
tanggung jawab Pemerintah Desa; dan

f. pembangunan untuk kepentingan Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama
pada tahun anggaran berikutnya.

26. Diantara Pasal 41 dan Pasal 42 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 41A sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 41A

(1) Kepala Desa menyampaikan permohonan persetujuan
Tukar Menukar Tanah Kas Desa kepada Bupati melalui
Camat dengan melampirkan berita acara Musyawarah
Desa, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

(2) Pelaksanaan verfikasi data dokumen dan tinjauan
lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf
b, sampai dengan huruf g, berlaku mutatis mutandis
dalam pelaksanaan Tukar Menukar untuk kepentingan
Desa.

(3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh Bupati
diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.
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dalam pelaksanaaxi Tukar Menukar untuk kepentingan
Desa.

(3) Penerbitan persetujuan Tukar Menukar oleh Bupati
diterbitkan paling lama 30 (tiga puluh) hari keija sejak
tanggal dokumen diterima lengkap dan benar.

(4) Penerbitan persetujuan Bupati merupakan dasar
Pemerintah Desa untuk menetapkan Peraturan Desa
tentang Tukar Menukar Tanah Desa.

(5) Kepala Desa melaporkan pelaksanaan Tukar Menukar
Tanah Desa untuk kepentingan Desa kepada Bupati.

27. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 46

Pengelolaan Aset Desa yang sedang dalam proses sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini tetap dapat dilaksanakan
menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

28. Di antara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) pasal,
yakni Pasal 46A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46A

Tukar Menukar Aset Desa berupa tanah yang teijadi dengan
perorangan atau pihak Iain yang belum terselesaikan
administrasi persetujuan tukar menukamya sebelum
berlakunya Peraturan Bupati ini, sepanjang tidak terdapat
sengketa dan dapat dibuktikan kebenarannya, dinyatakan
telah memenuhi ketentuan Tukar Menukar Aset Desa berupa
tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini,
dengan ketentuan:

a. pembuktian tidak sengketa paling kurang berupa surat
pernyataan tidak sengketa dan penguasaan dari para
pihak;

b. pembuktian kebenaran Tukar Menukar paling kurang
berupa surat pernyataan dari Kepala Desa berdasarkan
hasil Musyawaxah Desa;

c. hasil Musyawarah Desa, surat pernyataan dari Kepala
Desa, dan surat pernyataan dari para pihak menjadi
dasar Kepala Desa untuk mengajukan permohonan
penyelesaian administrasi persetujuan Tukar Menukar
tanah kas Desa kepada Bupati;

d. Bupati menyelesaikan administrasi persetujuan Tukar
Menukar sebagaimana dimaksud huruf c dengan
memperhatikan rekomendasi tim yang dibentuk dengan
Keputusan Bupati;

e. tim sebagaimana dimaksud pada huruf d diketuai oleh
Sekretaris Daerah yang anggotanya terdiri dari unsur
Perangkat Daerah dan pihak instansi terkait lainnya;

f. ketua dan anggota tim sebagaimana dimaksud huruf e

beijumlah ganjil paling banyak 11 (sebelas) orang, yang

bertugas untuk memastikan kebenaran dokumen secara
formil dan materiil;
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h. persetujuan sebgaimana dimaksud huruf g sebagai dasar
Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa mengenai
Tukar Menukar tanah kas Desa.

diubah sehingga menjadi
lampirari

lampiran
t#arrantnm

29. Ketentuan

sebagaimana
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

dalam Tran a
J —o

Pasal II

Peraturan Riinati ini mnlai berlakn nada tanggal diiindangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tan^al To PcseMtep- 2025

ARINQIN TIMUR,

Diundangkan di Sampit

pada tanggal 2025

Pj, SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

A

UMAR KADERI

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025 NOMOR ^



LAMPIRAN

PERATURAN

KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR TAHUN 2025

TENTANG PERUBAHAN

PERATURAN

BUPATI

ATAS

BUPATI

KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR

25 TAHUN 2021 TENTANG

PENGELOLAAN ASET DESA

FORMAT KEPUTUS AN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN STATUS

PENGGUNAAN ASET DESA. FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN
KEPALA DESA TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT

STRATEGIS, FORMAT BERITA ACARA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

TENTANG PENGHAPUSAN ASET DESA, FORMAT LAPORAN ASET DESA
DAN FORMAT BUKU INVENTARIS ASET DESA

A. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Status Penggunaan Aset
Desa

K.-\BUPATEN / KOTA- - (1 ] -

PROVINSI --(2) —

KEPUTUSAN KEPALA DESA ---(3)--

NOMOR --('1)--
TENTANG

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN ASET DESA

KEPALA DESA ---(5)--.

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal ... Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset
Desa, terhadap Aset Desa yang digunakan untuk
mendukung pelaksanaan penyelenggaraan dan
pelayanan Pemerintahan Desa diteiapkan status
penggunaanya oleh Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa - -(6)-- tentang Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa '

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 20U1 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintali Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213. Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah bcberapa kali diubah terakhir
dcngan Pcraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentong Pcrubahan Kcdua atas Pcraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pcraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);
Pcraturan Menteri Dalam Negeri Nomor i Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

Peraturan terkait (Gubemur/Bupati/WaJi Kota) jika ada
— (8)—

3.

4.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan ;
KESATU ; Aset Desa berupa —(9)—sebagaimana tercantum di dalam

lampiran keputusan ini ditetapkan status penggunaannya
menjadi aset milik Pemerintah Desa —(10)—
mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- Melakukan Pengelolaan Aset Desa sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU sesuai ketentuan perundang
undangan.

; Keputusan Kepala Desa ini bcrialcu pada tanggal ditetapka
dcngan ketentuan apabila terdapat kckeliruan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di —(H)—
pada tanggal —(12)—
Kepala Desa — (13)—,

untuk

KEDUA

KETIGA
n

akon

-(14) -

Petunjuk Pcnj(isiao:
Dii&i nama Kabupaten/Kota.
Oikt nama Provinsi;
Dual Nama Dc«a:
Oiisi Nama Octa:
Dik} Nama Dc«a:

Diiai Nama Desa.
Oiki Nama Dcaa:

Di« Pcraturan tcrkail tGubcniur/Bupati/Wali Kota) jUca ada
Diki Asci yang akan ditetapkan status pcngguitaanny-a dan usukii
Desa

mcsin/kendaraan berrootor. fjedungdan bangunan dab).

Diki Nama Dcaa.

Dik» tanggal, buJan dan tahun SK ditetapkan;
Diki Nama Desa;

Diki Nama Kepala Desa. tanda tangan dan stampk.

<1)

(2)
<3)

(●»)
<S)
<6)

(8)

(9)
perq^urus AacI

00)
(U)

(12)
(13)
(14)
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Lampiran
Keputusan Kepala Desa ---(IJ—
Nomor

Tahun

Tentang

-|3)-

Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(04)...BERUPA TANAH DESA
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

No/Tgl Alas

Hak/Bukti
Kepemilikan

Nama

Barang

Kode

Barang

NilaiLuas Tahun

Perolehan
No NUP Keterangan

(M2) m

■ ■(■●I ● ll,- -- i:ji- -IM ● ● - : y, ● -

JUMLAH

—(14)-—, Tanggal —-{15}—-
KEPALA DESA ™(16)—

--(17)-
Pctunjuk Pcngisian:

diisi nama Desa, kccanmtan & kabupaten/kota;
ditsi nomor sk;

diisi tahun pembuatan ak;
diisi nama Desa;

diisi nomor unit:

diisi nama borattg;
diisi kodc barang sesuai Kodcflkasi Asec Desa;

diisi nomor unit pciulaharau barang sesuai buku in^'cntaris;
diisi luas tanah dalam (m2):
diisi tahun perolehan barang:
diisi nomor, tanggal dan tahun bukti kepemilikan fscrtifikat/lcu cr c dllj;

diisi nilai perolehan dalain rupiah {Rp>,
ditsi keterangan (asal-usul. lokasi. paigguna aset, dll dianggap pcrlu).
diisi nama Desa;

diisi tanggal, bulan dan tahun:
diisi nama Desa:

diisi nama kepala Desa. tanda tangan dan stcmpcl Desa.

<11
(2)

(3)
(4)

<5)
<6)
(7)

|8)
(9)
(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(IS)

(16)
(17)
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Lompiran

Keputusan Kepala Desa ---(1)—
Nomor

Tahun

Tentang

-(2)-
—(3)-
Penetapan Status

Pcnggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(4)...BERUPA KENDARAAN BERMOTOR
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

Nama

Jcnis/
Kendara

Nilai

Fcralehan

(Kpl

Kodc

Barang
NUH/ Mcrk/

Type

Tahun

Pcrolehan
No No Idcntitaa KetcranganKIB

an

--(7)— —(9h -HIO)— -Hill— —(12)— —113)—
iSL

No. Poliai:

No. BPKB :

No. Raneka :
No. Mesin :

JUMLAH —●

....(14)—. Tanggal --(15)-
KEPALA DESA --(16)—

...(17)...
Petunjuk Pcr^i&tan:

diisi nama Desa, kccan\atan & kabupatcn/kola;
diisi nomor sk:

diisi tahun pembuatan sk;
diisi nama Desa;

diisi nomor unit:

diisi nama jcnis/kendaraan:
diisi kodc barang sesuai Kodcfikosi Aset Desa.

diisi nomor urut pendaftaran baiajig sesuai buku uivcntarts;
diisi mcrk/t>pc kendaraan:
diisi tahun pcrotchan kendaraan.
diisi nomor identitas kendaraan,

diisi nilai perokhan dalam rupiah |Rp);
diisi ketcrangan (asal-usul, warns, pengguna aset, dll yg dianggap pcrlu);
diisi nama Desa,

diisi tanggal. bulan dan tahun:
diisi nama Desa;

diisi nama kepala Desa. tanda tangan dan stempcl Desa.

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)
(6)
(7)

(8)
(9)
(10)
(H)

(12)

(13)
(14)

(15)
(16)
(17)



- 5-

Lampiran
Kcputusan Kepaia Desa —(l)--
Nomor

Tahun

Tentang

...(2)-
-(3)-

Penetapan Status
Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(4)...BERUPAPERALATAN D.^N MESIN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

Nama

Barang

Kode

Barang
Merk/
Type

Tahun

Perolehan
No NUP Nilai (Rp) Ketcrangan

JUMLAH -

—(13)---, Tanggal —(14)--
KEPALA DESA -(15)--

—(16)—
Petunjuk Fcngisian.

4iisi naxna desa. kceamataii & kabupaten/kota,
dtisi noenor ak.

diisi taliuit ptnnbuataii sk;
ditsi nama desa;
diisi nomor umt:

diisi nama bamiig;

diisi kodc barang seswii kodcfikasi aset desa.
diisi ncauor umt pendaParan barang sesuru buku inw-ntaris:
ditsi mcrk/T>pc barang.

diisi tahun perokhan barar^:
diisi nilat perolehan dalam rupiah (Rp).
diisi ketcrangan |asal-usu2. warna. pengguna aset. dll dianggap periu);
diisi nuraa desa.

diisi tanggal. bulan dan tahun:
diisi nama desa;

diisi nama kcpala desa. tanda tangan dan stempcidesa.

(»)
(2)

(3)

(4)
(51

(5)
(7}

(8)
(9)
(10)

(H)
(12)

(13)

(14)
(15)

(lb)
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Lampiran
Keputusan Kepala Desa ™(1|—
Nomor

Tahun

Tcntang

: -(2)-

: -(3)-

: Penetapan Status

Penggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(4)...BERUPA BANGUNAN GEDUNG
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

NiloiLuas
Tahun

Pcrolchan

Nama

Bangunan

Kodc

Barang

Jumlah

Lanlai

No,
No iKp} KctcranganNUP Bangunan {MB

jM2i

—jl4|——(6|— —(10|——CJ)—

ISL I8L (13{—IHI-

JLMLAH —

—(15)---. Tanggal —(16)--
KEPALA DESA —(17)—

-(18)-
Pramjuk Pengisian:

diisi nama dc&a. kecamatan dt kabupatrn/kota;
. dits) nomor sk;

. diiar tahun pcjnbuatan sk.
. diiai nanta desa:
diisi nomor umt:

. diisi nama bai^nan:
. diisi kodc barang scsuai kodcftkosi aset dcsai

diisi nomor unit pendaftaran bamng scsuai buku inv-cntaris,
. diis! jumlah laniui;

. diisi Kras bangunan (m*)
. dust nomor ijin mcmitnkan bangunan.
. diisi bihun perokhan bangunan.

. diisi nilai perokhan dalam rupialr (Rp).
. diisi keterangon {asal-usul. lokasi. pengguna aset. dk yg dianggap pertu);
. diisi nama desa.

. ditsi tanggal. bukin dan tahun;
. diisi nama desa.

. diisi nama kepala desa. lands tangon dan 3tem(>el desa.

0)

12)
|3)
H)

IS)

|6)
m

m

110)
(H)
U2)

|13)
(14)
(15)
(lb)

(17)
(18)
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Lampiran
Keputusan Kepala Dcsa ---(1)—
Nomor

Tahun

Tentang

-.-(2)-
-(3)-

Penelapan Status

Pcnggunaan Aset Desa

DAFTAR ASET DESA ...(4)...BERUPAJALAN IRIGASI JARINGAN
YANG DITETAPKAN STATUS PENGGUNAANNYA

Nama

Barang

Kodc

Barang

Tahun

Pcrolehan

NilaiUkuran
No KcteranganNUP

(M2) iM

JUMLAH

(13)—. Tanggal —(14)-
KEPALA DESA —(15)—

-(16)-
Prtunjuk Pfmgiaian.

diisi nama dr«a. k«camatan & kabupntrn/kota.
diiai nomor sk.

ditst tahun pcmbuatan ak;
diiai nama draa:

diiai nomor urut:

diiai nama barang.
diiai kodc barang acauai kodcfikasi asct dcaa;

diisi mxnoi urut pendaRarun barang acauai buku inwntaria.
diiai ukuran IPanjang x tcbar| m-:
diiai tahun prrokhan barang.
diisi niLu pcrolehan dalam rupiah (Rp).
diisi kcterangan tasal-uaui. kikasi. penggurta asci. d]l yg dianggap pcflu|.
diisi nama desa;

diisi tanggal. bulan dan tahun;
diisi numa drsa:

diisi nama kepala desa. tanda tangan dan stetnpel desa

(I)
(2)

(4)
<S»

(6)
|7)

|8)

(10)

(11)

(12)
(13)

(14)

(15)

(16)
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B. Format Berita Acara Penghapusan Aset Dcsa yang bersifai strategis

BERITA ACARA

PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS

PEMERINTAH DESA -.(1)--
KECAMATAN -‘(2)-*

KABUPATEN/KOTA -|3)—

PROVINS! -.(4)-*-

NOMOR —(5}—

TAHUN .-(6)—	 	

Pada Tanggal —(8p— kami yang Ijcjianda langan dibawah ini sclaku
pembantu dan pengeloIa/penguruK pengeiola Asel Desa lelah inelakukan pengecekan
/penclitian atasaset Desa berupa -*-{91—

Adapim basil dari pengecckun/penelitian atas Aset Desa yang diusulkan
lersebut disebabkan karena Pemindahlanganun/putusan pengadUan/hilang/
kecuriun/terbakar/rusak beral dan sudah tidak dapat dipergunakan unluk
kcjjcnlingan peyelenggaraan PYrinerintahan Desa dan mantaut penggunaannya tidak
seimbang dengan biaya pemeliharaan yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu, asel Desa tersebul kami usulkan kepada Kepalu Desa {10)—
unluk dihapus dari Duku Inv'entaris Aset Desa --(11)--- Tahun —112)-- den^n
dilampiran bukli pendukung antara lain —(13)---

Demikian berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dun dapat kami

pertan^ungjawubkan serta dipergunakan sebagaimuna mestinya.

Desa —(14)-—, Tunggal —(15j—
Yang bertanda tangan dibawah ini,
Pengurus Aset Desa.

SEKRETARIS DESA

Seiaku

Pengeiola /\sel Desa

ftfmbunlu

—(16)--. -(17)-

Pemajuk Pn^istan:

U) : diin aama desa. kccamatan &kabupaKn/koUk.
(2) : diiai nama kccamatan.

13) : ditsi nainakubupaten/kota
|4) : diisi uama Provins^t
15) . diisi ncMnor SK;
16) : diisi tuhuit pt.-mbuatuii SK.

1?) : diiai iiama hari.
18) ; diisi tang^i;
!<)) : dii» lurna baran^;
110) : diisi tiaina desa.

Ill) ; diisi namadesa;
112) ; diisi lahun bcrjalan.
113) : diisi SK Tim. dafiur baran^. alas hak.
114) : diisi naina desa;

115); diisi lahun berjalan;

116) : diisi nama Sekretaris desa. tanda tanpan dan atcmpcl desa.
117): diisi nama Pengunui/Pcngelola Asel Desa dan landa tanf^n.
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C. Format Keputusan Kepala Desa tentang Penghapusan Aset Desa yang bersifat
strategis

.'M

KEPUTUSAN KEPALA DESA —(3)—
NOMOR—(4)—

TENTANG

PENGHAPUSAN ASET DESA YANG BERSIFAT STRATEGIS

KEPALA DESA ™{5)—,

Mcnimbang ; a. bahwa Aset Desa berupa --(6)"- disebabkan karena ---
(7)--- schingga diperlukan Penghapusan dari buku
inventaris aset desa ---(8)— Tahun

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa ---{10)- - tentang Penghapusan
Aset Desa

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcnctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856),

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pclaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

-(9)—;

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemenntah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Aset Desa;

5. Peraturan terfcait (Gubemur/Bupati/Wali Kota) jika ada
-(H)—

Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor --
-(12)-
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2. Bukti pendukung aset dcsa vang dihapus berupa —
fl3)- ^

MEMUTUSKAN:

Menctapkan :
KESATU

Kcputusan Kepala Desa - tentang Penghapusan
Aset Desa berupa —(15)-— disebabkan karena ---(16)—-
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.;
Mcnghapus asel desa scbagaimana tercantum dalam
lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset
desa

KEDUA

-(17)- Tahun

pcrundang-undangan yang berlaku;
Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal
diletapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan
akan dilakukan perbaikan scbagaimana mesiinya.

—(18) — sesuai ketentuan

KETIGA

Ditctapkan di —-(19)-—
pada tanggal -—(20)—
Kepala Desa ---(21)'--.

-(22)—
Polunjuk Pengisian.

; Ehisi nama Kabupaten/Kotu;
: Diisi nama Proxifuii;
; Ehiai Nama Dcaa.

: Dual Noinm SK:
: Diiai Mama Ocaa.

; Ittiai Asft yang akan diletapkfits status pcnigunaannya dari usulan pengurus. Aact
(misalnya; tanah. peraiaian mcaui/kendaroan tK.Tm.Wor. gedung dan bangunan

; Diiai sebab pcngliapusajj.
: Diisi nama Desa,
; Diiai Tahun.

: Oimi nama Desa,

: Diisj Peraturan terkait iGubemur/Bupati/Walt Kota) jika ada;
: Diiaj nutnor berita acara.

; Diiai bukti dokunicn tfoto. surat menyurat dU).
: Diiat nama dcaa:

; ^isi ,\act yang akan ditctapkan status penggunaannya dan uiuian pengurus Aset
Oesa (mtsalnya: canah. pcralatan mestn/krndaraan henwomr. gedung dan bangunan
dsb|:

: Diiai sebab penghapusan:
: Diiai Nama Desa:
: Ehisi tahun.

: Diisi nama Desa.

: Diiai tanggal. hulan dan tahun;
: Diiai Nama Etesu.

; Diis) Nama Kepala Dcaa. tanda tangan dan stempel.

(U

PI
(3)
(4)

(S)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

(H)

(12)
(13)

(14)
(IS)

(16)

(17)
(18)

(19)
(20)

(21)
(22)
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Lampiran
Keputusan Kepala Desa —(1)—
Nomor: —-(2)—

Tahun: ™(3)—
Tentang; Pcnghapusan Aset Desa

yang bersifat strategis

DAFTAR ASET DESA BERSIFAT STRATEGIS ...(04)...
YANG DIHAPUSKAN

No/Tgl Alas
Hak/Bukti
Kepemilikan

Nama

Barang

Kodc

Barang

Luos Merk/

Type

Tahun

Pcrolehan

Nilai
No NUP Keterangan

(M2) (Rp)

>1 -I*.'- ■ lUi- ●● I ● nil-

JUMLAH

—(15)—.Tanggal —(16)—
KEPALA DESA —(17)—

-(18)—

Pctunjuk Pcngisian.
(1): disi nama desa. kccajnalaii & kabupalcn/kota:
(2): diisi nomor sk:
(3): diisi tahun pembuatan ak.
(4): diisi nama desa;
(S}: diisi nomor urut;

(6): diisi nama boranf’;
(7): diisi kodc barang sesuai kodcfikasi aset desa.

(8): diisi nomor uiuc pendaharan barang sesuai buku Iiuemarb;
(9): diisi Kias tanah dalam (m2i;

(10) : diiai mcrk/t>-pc boj'img;
(11) : diisi tahun perokhan barang;
(12) : diisi nomor. tanggal dan tahun bukti kcpcmildcan (scnifikac/lcitcr cdill;
(13) : diisi nilai pcrc^chan dalam rupiah (Rp):
(14) ; diisi keternngan {osal-usuS. lokasi, pengguna aset. dll >-gdianiyiop pcrlu);
(15) ; diisi nama desa:
(16) : diisi tanggal. buian datt tahun:
(17) : diisi nama desa;

(18) : diisi nama kqMilu desu, landa Inngan dan stcmpeldcsa.
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D. Fonnai Berita Acara Penghapusan Asel Desa

BERITA ACARA

PENGHAPUSAN ASET DESA

PEMERiNTAH DESA -

KECAMATAN -●-(2)--

KABUPATEN/KOTA - |3)—

PROVINSI —|4)—

NOMOR —(5)--
TAHUN —{6)—

Pacla --|7}--Tanggai -—(6)-- kami yang bcrtaiidu tangan dibawah ini selaku
pembamu dan pcngclola/pengurus pcngclula /\sct Ekrsa Lclah mclakukan pcngecekan
/penelitian utas aset Desa berupa ---(9) —

Adapun hasil dan peng^cekan/penclitian atas Aset Desa yang diusulkan
lersebut disebabkan karena PemindahUingunun/putusan pengudilan/hilang/
kecurian/ierbakar/rusak berat dan sudah ttdak dapal dipergunakan untuk
kepentingan peyeiet^^^aan Pemerintahan Desa dan manfkut penggunaannya tidak
seimbang dengan biaya pemclihanian yang akan dikeluarkan.

Oleh karena itu. asel E>esa icrsebut kami usulkan kepada Kepala E)esa
untuk dihapus dari Duku Inventaris Aset Desa —(11)— Tahun --(12)— deng^n
dilampiran bukli pendukung antani lain ---(13)—

Dcmikian berita acara im kami bual dengan sebenar-benamya dun dapal kami
pertanggungjuuabkan serta dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa —(14)---. Tanggal —(15)-
Yang bertanda tangan dibawah ini.
Pengurus Aset Desa,

SEKRETARIS DESA

Selaku

Pengelola ,Asel Desa

Pembantu

—(16)— —(17)—

Petunjuk Pengisum.

(1) : diisi llama desa. kccumaian h, kubupaien/koia.
|2) : diisi nama kccamatan.

(3) : diisi nama kabupaecn/kota
(4) : diisi nama Provinsj
(5) : diisi nomor SK;
)6) ; dusi tahun pembuatan SK.
f7) : diisi nama hari.
(8) : diisi tanggai.
|9) : diisi nama baraiig.
(10) : diisi nama desa;
(tl| : diisi nama desa:

(12) : dusi tahun bcrjalan:
(13) : diisi SK Tim, danar burung. alas hak.
(14) ; diisi nama desa:
(ts) : Oiisi tanun Dcrjalan:

(16) : diisi nama Sekretaris desa. lands tangan dan stcmpel desn;

(17) : diisi nama Pcngurus/Pcngckila Aset Desa dan tanda tangan.
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E. Format Keputu&an Kepala Desa tentang Penghapusmi Aset Desa

/.j

KEPUTUSAN KEPALA DESA —(3)—

NOMOR —(4)--
TENTANG

PENGHAPUSAN ASET DESA

KEPALA DESA ---(5)™,

Menimbang : a. bahwa Aset Desa bempa —(6)— disebabkan karena ™
(7)>-- sehingga diperiukan Penghapusan dari buku
inventaris aset desa —(8)--- Tahun

b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan scbagaimana

dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan
Keputusan Kepala Desa —{10}--- tentang Penghapusan
Aset Desa

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penctapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
scbagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
4. Peraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 1 Tahun 2016

tentang Pengelolaan Aset Desa;
5. Peraturan terkait (Gubernur/Bupati/Wali Kota) jika ada

-(9)-;

-(H)-

Memperhatikan : 1. Berita acara usulan penghapusan Aset Desa Nomor --
-{12)--

2. Bukti pendukung aset desa yang dihapus berupa —
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(13)-

MEMUTUSKAN:

Mcnctapkan :
KESATU

Keputusan Kepala Dcsa ---(14)--- tentang Penghapusaii
Aset Dcsa bcrupa -(15) - discbabkan karcna -(16)—
sebagaimana tcrcantum dalam lampiran keputusan ini.;
Mcnghapus aset desa sebagaimana tcrcantum dalam
lampiran surat keputusan ini dari buku inventaris aset
dcsa

pcrundang-undangan yang berlaku;

Keputusan Kepala Desa ini berlaku pada tanggal
ditetapkan dengan kelcntuan apabila terdapat kekeliruan
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ---(19)---
pada tanggal -(20)--
Kepala Desa ---(21)---,

-(22)-

KEDUA

-(17)- Tahun -(18)- sesuai ketentuan

KETIGA

Pciunjuk Penj^isian.
Diiai nama Kiibupatcn/Kota.
Diisi llama Proviiisi;
Diisi Nama Dcaa.
Diisi Nomor SK.
Diisi Nama Dcsa.

d)

(2)
(3)
H)
(S)

(0) Dusi .Aset yang akan ditetapkan status j»nggunaannya dan usuian pcp.cums .-Uct Dcsa
/7t pcralatan mcsin/kcndaraan bcimotnr. gedung dan faanqunandsb).
(/) . Dual sebab penghapusan.
(8) ; Diisi nama Dcs«i;
C?) . Diiai Tahun.
(10) . Diisi nama Dcsa.

(11); Diisi Peraturan icrkait iGubcrnui /Bupati/Waii Kota) jika ada.
(12) ; Diisi nomor berita acara.

(13) ; Diisi bukti dokumcn (fmo. surat menvurat dli|.
(H) ; Diisi nama dcsa.

(lo) . Diisi .Aset yang akan ditetapkan status jjcnggunaannya dari usuian pengums Aset

(mt^Jnya; lanah. pcralatan mcsin/kcndiuoan bcrmoior. gedungdan bangunan dsbi;
(IG) . Dusi sebab penghapusan.
(17) .Diisi Nama Dcsa.
(18) . Diisi tahun.

(19) : Diisi nama Dciva.

(20) . Diisi tanggal, bulan dan tahun.
(21) . Diisi Nama Dcsa.

(22) . Diisi Nama Kepala Dcsa. landa langan dan stcmpci.
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Lampiran Surat Keputusan
Kcpala Dcsa
Nomor : ...

Tanggal; ...

Tentang: Penghapusan
Aset Dcsa

(01)....

(02).

(03)

DAFTAR ASET DESA BERUPA KENDAR.AAN DINAS BERMOTOR (4)—-
YANG DITETAPKAN UNTUK DIHAPUSKAN

Nilai

Perolehan

Merk

/Typ

Tahun

Peroleh
Nama

Barang

Kode

Barang

No.
No ketNUP

Identifikasi
(Rp)e an

...{OSf ...107).... ...m ...(09) ...(10)... ...fj u....

(Rustdi
berat/tidak

diketemukn

n dalam

petakaanaa

No.

Polisi

No.

Mesin

n

No. im.«nmrisa

ii/HSang/d
iiuai eRl)

Rangka

No.

BPKB

Jumlah
0

KEPALA DESA

(13).

(14).

Petunjuk PtriRisian:

(O!) Diiai Nama Dcsa;

Diisi Nomor Surat

Diiai Tanggal Surat Kcpulusan diterbitkan;
Diiai Nana Dcsa

CMisi Nomor Urut

Diisi Nama Barang yang akan dthapus;

Diiai Kode Barang sesuat Pedum Kodcfikasi Aset Dcsa
Diisi Nomor Unit Pendaftanan Barang dnlam buJeu inventaris

Diisi Merk/type Barang yang dthapuskan,
Diisi Tahun Perolehan Barang

Diisi Nomor Idcntiiikasl Kcndaraan (No. Potisi, Rangka. Uesui dan BPKB)
Diisi Ntlai Barang yang dihapus

Diisi Kctcrangan sccaro lengkap terkait barang yang dihapus.
Diisi Nama Kcpala Dcsa
Diisi Nama Dcsa

Diisi Nama Kcpala Dcsa

(02)

(03)
(04)

(05)
(06)

(07)
m

(09)
00)

01)
02)

()3)
04)

(IS)

06)
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Lumpiran Sural Keputusan Kepala
Desa (01)....
Nomur :

Tanygal :

Tcnlang: Penghapusan And Desa

(02).

(03)

DAFTAR ASET DESA

YANG DITETAPKAN UNTUK DmAPUSK.-\N

(04)

Tuhun

Pcroleh

Nilai

Perolehan

(Rp)

Merk

/TVP
Kode

Darang
No Numa Darang NUP Keterangan

e an

- ...f06f... ...{07}.... ...m... ..(JOf... ...fl If....

dikrxmakan

pekjksanaa.r

imvntttrisasi/iii/uat dHj

bcmt/tidak

dafnm

Jumlah
0

KEPALA DESA (13).

(14).

Pctunjuk Fcngittian:
: Diisi Nama Ocaa:

; Dijst Nomor Surat

: Diist Tanggal Sural Keputuaan ditcrbitkan:
: Oiisi Nana Desa

: Diisi Nomor Unit

: Ddsi Kama Barang yang akan dihapus;
: Diisi Kodc ESarang sesuai HwJum Kodcfikasi Aset Desa
: Diisi Nomor Umt Pendailanan Uarang daiam bulni inventana

: Diisi Merk/T>'pc Barang yang dihapuskan.
: Du&i Tahun f^olehan Eiarang
: Ddsi Nilai Borangyai^ dihapus
: Diisi Keterangan sccara Icr^kap terkait barang yang dihapus.

; Diisi Nama Kepala Desa
: Uiist Nama De^

: Diisi Nama Kepala Desa

(1)

(2)

PI
«4|

|5l
<<>l
(7|

<yi
UOJ

<11J

(121

(13)
(141
(IS|
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Lampiran
Keputusan Kepala Desa “—(1)—
Nomor: —(2)—

Tahun: —(3)--

Tentang: Penghapusan Asel Desa

DAFTAR ASET DESA ...(04)...
YANG DIHA1>USKAN

No/Tgl Alas
Hjik/Bukti
Kepemilikan

Kode

Barang

Nama

Barang

Luas Merk/
Type

Tahun

Perolehan

Nilai
No KeteranganNUP

(M2) (Rp)

- it»--—cu ■ rt - ●Hi - ●i,- ■ - .lei ● ●ii:; ● ii-j;

JUMLAH

—(15)---, Tanggal ---(16)---
KEPALA DESA —(17)—

-(18)-
Peiuiijuk PtiniiiBiaii:
(}); dusi nama d«aa. kecamataji & kabupaicn/kota.

: diiu iKMDor Kk;

|3| : diisi tahun pembuaiaii sk;
(4| ; dusi nama desa;
(Si : dusi nomor urut:

{(>) : dusi nama barang:
p) ; dusi kodc barang sesuui kodefikaai aKt desa;
(8j : dusi noitior urut pcudaCtaran bajaitg sesuai buku inventarts;
(9) ; diisi kias (uiurh dalam (m2).
(10)
(11)

(12)

(13)
(14)

diiai arerk/iypc barang:
dusi tahun peroleitan barang.
diisi Domm. tanggal dan laliun buku kepemilikan (sertirikat/Idler c dll):

dusj mbu perokhan daiain rupiah (Kp).
diisi kdetor^n (asal-unul. kdiast, pengguna asel. dU yg dioiiggap peilu).
diisi nama desa;

diisi canggul. buiaii dan luhun.
diisi narna desa:

diisi nama kepala desa. tanda langan dan stempel desa.

(IS)

(16)
(17)

(18)
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F. Format Laporan Aset Dcsa
Lam^ran
Provinsi

Kabupaicn : —j2|—
Kecamatun: -'-<31—

—14|—Dcsa

LAPORAN ASET DESA SEMESTER/TAllUN^AN
RINCIAN PERKELOMPOK DARANG

T/UiUN ANGGARAN — 	

SALDU

I

JANUARI 20...

MtTASl SAiXX)

PER 31

DEStiMBERBEKKUKANGBEimVlBAH
KUDE rtAMA BAKANG SATVAN

20-

KWAN

T1TAS

NILAl KWAN

71TAS

NILAl KWAN

TITAS

NILAl

lRp>

KWAN

TITAS

NILAl

iM JM
ill

2.01.01,00 Tdiiali Kus Dna

2.01.01.01 Toaah Bcngkok

2.01.01.02 Tuiuth Bomlo

-dat-

3.01.01.00 Alai Besai

3.01.01.01 TtjktOi

-<lsl-

3.01.02.00 Alai Beaut Apui>i?
3 0l.O2.Ol Uftfilw r

-<lsl

3 01.at 00 AIbi Bantu

3 01.03.01 Alul Putattk

-d»t-

Alat Angicuiun Dual
Bemioior

3 02.01.00

K^ndAraan Uinua Br-mioltM
3 02.01.01

f*mifa>Kaf»

3.03.01.00 Alat BennkgJ dam ALit Litui

Akit Beiigkel Bnii^eJ
B«riura(n

3 03.01 01

3.04.01,00 Alat IV*»tnt^lolalmt>

Alat PctigehiUliaii Taziuh dan
tartfiluiH

3 04.01.01

dat-

3 OS.Ol.OO Alut Kantw

3 05.01.01 Mwun Kftik

3.OS .01.02 Meam Hjtiiim/Mfcam Juntlali
dal-

3.US.02.00 Alat Kmitah Tanaja
3.0S.Q2.01 McuIkUui

3.O5.O2.02 Alat PenaukiiT Waktu

-d»I-

3.06.01.00 Alut Studio

3 06.01.01 PetalaUn Studio Audui

-dat-
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i.06.03.0i Akit KwnutukaM Tt-icpoti

3.06.02.02 ALil Komunikasi Rkdio SSB

-dat-

3.06.03.0: I’oaluian IViiiaumi MF/MW

3 (Hi.OJ.02 PtiakiUn JVmaiicai HF.-’SW
(

-dst-

Cnatatan Kotimr:tk!iai

Nuvtguai (niitiuiiKfi Laudiru;
S\"»trm

3.06.04.01

-dst-

307.01.01 Komwutcf JaniVKHH

3.07.01.03 Pefsotial Kutiiputct (1*0

-ds!-

3.07.02.01 Pieialataii Wamframt-

3.0702.03 Pptaiatm .Mini komputei

-dst-

3.QB.01.01 But Meau'i Tuaibuk

3 08.01.02 Bot Mfaui Putat

-diil-

3.08.02.01

3.08.03.02 l*aiitek

-dst-

3.Q0.01.Q1 Paalaturi Suium Manvak

3 00.01.02 Suut'ji f'vtnbotan

-dsi-

3.0M.03.01 RIG

-dat-

3.00.0.1.01 AIbI fViotelukilian Miiiyak

3.09.03.03 Alai IVnftekikiltait Air

-dsi-

3.10.01.01 Pwalaian OUli Rasa.^ileukk

f*giak«L!in K tnwuiwn3 10.(11.02

4.01,01.01 Bangmian G-gduiitt Kant»>t

baiarunan Gudann
-d<n-

4.01,01.02

S.OI.01.01 Jakui Dcaa

.^■01.01,02 Jakiji Khuaua

-dat-

5.D1 02.01 J««t>alan l*ada Jakm Deaa

JesubaUn I’ada Jalaii

Khiiauit
5.01.02.02

-dat-

5.02.01.01 Bat^ruttan Wadtik ItiBuai

Bai^unati ivngumbikiii
Itafasi

S.02.01.02

-dal-

Bani;uita» Waduk ]*us>an^
Sunit

5.02.02.01
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Qdx>Run*jt Penttambikin
Paaaiia Sutut

5 02 02.02

-d«t-

Baii^utt^i Wdduk
Kwuwmbanaan Raua

5 02-03.01

Biutgmian
IVtmytnbannan ka<iu
-d»t-

5-02.0J.02

BantfUjtaii IVn){imuui
Sungfet/l'aiii^ ckin

PetuingguLmisan Bencana
Alain

5 02.04 01

Bai)gunaii lA ngiimbilun
Pwwaman SuimauM*antai

5.02.04.02

dsl-

Bangiman Wuduk
tVntmbanaan Stimbci Air

Baii^unan f*engambilan
Pwmembangan Sumbei .Aw

5 02-05.01

S.02.0S.02

Bangutuin WaduK An

Bmih/An Baku	
Bangunan lArngambdan Air
B«T»tlt/Aw Bakii

5 02.06.01

5.02.06.02

-dsi-

Bangunaii IVinbaua Au

Koloi	
Bangunan Waduk .An Kniof

5.02.07.01

502.07.02

-dal-

5.03.01.01 Inatalaai Air

InatalaaiAu Sumbcr/5Lita5 03 01.02
&S.
●<Ut-

Inatalati Air Buangan

t>orng»uk	
Inatalasi Au Buatigiui
InduaOi

5 03 02 01

5.03.02.02

■d<il-

Inafalasit fVi^olahau iiainpuh5.03.03.01
Ofitamk

Inatalasi BengoLahan Sampuls
Non Oittanik

^	

5 03.03.02

Itotaltai iA-i>guLihuxi Buiian
Btmuunan IVucntolian

5 03,04,01

Inataiusi Pengotuhaii Buiuui

Bangunan IVimti*	
5.03.04.02

-dat-

iiutabu4 IVmbungloi Ustnk

Tenaaa An IPLTAI	
InaUltxu Hrmbangku Ltaink

T*na«u <1*LTL>i	

S 03.05 01

503.05.02

-dat-

5 03.06 01 tnataiaai Gardu Lialiik

Inatalau Gaidu Lutiik

Dialribuai
5.03.06 02

●dat-
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5.03.07.01 Instabgj Lim

-dst-

S.O^.Oi.Ol Jnrinean Pembawa

5.04.01.02 Jaringan Induk Diatribusi

-dst-

5.04.02.01 Jaringan TYansmisi
5.04.02.02 Jaringan Diauibusi

-dst-

Jaringan Ttlepone dialns
Tanah

5.04.03.01

Jaringan Teiepone dibawaii
Tanah

5.04.03.02

●dst-

5.0-i .04.01 Jaringait Pipa Gas Transmai

5.04.04.02 Jaringan Pipa Diatribusi
-dsi-

6.01.01.01 Baku

6.01.01.02 Serial

-dsf-

6.01.02.01 Audio Visual

6.01.02.02 Bentuk miloo (MicrofornH
-dst-

6.01.03.01 Balian KartograG
6.01.03.02 h'aakah (ManuskrtpiyAali

-dst-

6.02.01.01 Alai Musik

6.02.01,02 Luki.san

●dst-

6.02-02.01 Pahatan

Makec, Miniacur. Rcplika dan
Foto Dokumen

6.02.02.02

-dst-

6.02.03.01 Tanda Pengliargaan
-dst-

6.03.01.01 Hev.’an Pengaman
6.03.01.02 Hewan Pengangkut

-dst-

6.03,02.01 Ternak Polong

6.03.02.02 Temak Perah

-dst-

6.03 03.01 Hewan Lainnva

-dst-

6.04.01.01 Ikan Budidava

-dst-

Crusiea Budidaya fUdai^
Rajungan, (tepiting dan
sebangsanyal

6.04.Q2.01

-dst'
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MoUusca Budid^-a (Kerax^,
■nram, Cumi-Cumi, Curita.
Stout dan Seban^aanyal

6.04.03.01

-dsi-

CoeIent«raca Budklaya
(Ubur-Ubur dan
s<ba«Esanva1

6.04.04.01

-dsi-

Echinodermata Budklaya
rryipang. Bulu Babi dan

sebangaanval

6.04.05.01

■dst-

Amphibia Budklaya (Kodok
dan sgbane&anvai	

6.04.06.01

●dst-

Reptilia Budidaya {Buaya.
Penyu. Kura-kura. Biawak.
Ular Air dan sebangsanval

6.04.07.01

dst-

Mommolia Budidaya (Pous.
Lumba-lumba, Pesui.

Duyun£dan_seb^
●dst-

6.04.08.01

wal

Algae Budidaya (Rumput laut
dan tumbuh-tumbuhan lain
yang hiduo di H-.^biTY airl

6.04.09.01

-dst-

Budidaya Btoata Perairan
lainnya		

6.04 10-01

-dst-

6.05.01.01 Tanaman

dst-

6.06.01.01 Aset Tetap Dalam Rettovasi
-dst-

Konstruksi Oolam
Pengeriaan

7.01-01.01

-dst-

8.01 01.01 Aset Tak Berwufud
-dst-

Aset Tak Berwujud dalam
pengeriann

8.02.01.01

●dst-

—(17)—, Tanggal —(18)—
KEPALA DESA —(19)—

-(20)-
Petunjuk F^ngisiun:

diisi nama Provinsi;
diisi nama Knbupatcn;
diisi nama Kccamatan;
diisi nama Desa;

diisi tahun;

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
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(6) : diisi kixir barong sesuai kodefikasi aaet desa;

(7) : diisi nama baning:
(8) ; diisi satuun baning;
(9) : diisi kwanlitus/jumloh barang;
(10) : diisi nilai barang (Rp);
(11): diisi kwanlitas/jumlah barang;
(12): diisi nilai barang (Rp):
(13); diisi kwanlitas/jumlah barang;
(14): diisi nilai barang (Rp):
(15); diisi nilai barang (9+11-13);
(16) : diisi ku'antitas/jumlah barang (10 * 12 - 14)
(17); diisi nama dcsa;

(18): diisi tanggal. bulan dan tahun;
(19): diisi nama dcsa;

(20); diisi nama kcpala dcsa. tanda dan stcmpcl dcsa.
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G. Format Buku Inventaris Aset Desa

Lampiran
Provinsi

Kabupaten : '--(2)—
iCecamatan: —(3)™

-(4)-

-(D-

Desa

BUKU INVENTARIS ASET DESA —(5)—

TAHUN —(6)—

TAHUN

PEROLEHAN

UKURANMERK/
TYPE

BUlCn

KEmrllUKAN
NO KODE NILAl (Kp) KErNAMA BAKANO NUP

(M2I
- 'tJi■arr III,- -Il4r--OV/-

Tanah Kas Deaa2.01.Q1.00

2.01.01.01 Tan ah Bangkok

2.01.01.02 Tanah Bondo

dst

3.01.01.00 Alat Besar

3.01.01.01 TVaktor

-dsl-

3.01.02.00 Alat Bcaar ^ung

3.01.02.01 Deredger

-dsl-

3.01.03.00 Alat Bantu

3.01.03.01 Alat Ptnarik

-dst-

Alat Angkulan Darai
Bermotor

3.02.01.00

Keodaraan Dinas

Bermotor Perorangan

-dat-

3.02.01.01

Alai Bengkel dan Alat
Ukur

3.03.01.00

Alat Bengkel Dcngkcl
Bermesin 	

3.03.01.01

-dst-

3 04.01.00 Alat Pengeiolahan

Alat Pengeiolahan Tanah
Han			

3.04.01.01

-dst-

3.03.01.00 Alat Kantor

3.05.01.01 Mesin Ketik

Me&in Kitung/Mesin
Jumlah

3-05.01.02

-dat-

3.05.02.00 Alat Rumoh Tangga

Meubelair3.05.02.01

3.05.02.02 Alat Pengukur Waklu

-dst-
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3.06.01.01 Peralatan Studio Audio

-dst-

3-06.02.01 Alat Komunikasi Tetepon
Alai Konumikasi Radio

3.06,02.02
SSB

-dat-

Peralatan Pemancar

MP/MW

Peralatan Pemancar

HF/SW

3.06,03.01

3.06.03.02

-dat-

Peralatan Komunikasi

Navigasi Instrumen

Lartding System	

3.06.04.01

-dat-

3.07.01.01 Kompuler Jaringan

3.07,01.02 Personal Kompuler (PC)

-dsi-

3.07.02.01 Peralatan Mainframe

3.07.02.02 Peralatan Mini Komputer

-dsi-

3.08.01.01 Bor Mesin Tumbuk

3.08.01.02 Bor Me&in Polar

-dsl-

3.08.02.01 Rartgfcn

3.08.02.02 Pantek

-dat'

3.09.01.01 Peralatan Sumur MLnyak

3.09.01.02 Sumur Pemboran

-dst-

3.09.02.01 RIG

-dst-

Alat Pengeldahan
Minyak

3.09.03.0!

3.09.03.02 Alat Pei^elolahan Air

-dat-

Peralatan Olah Raga
AOetikk

3.10.01.01

3.10.01.02 Peralatan Permainan

-dat-

4.01.01.01 Bangunan Gedung
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Kwlor

4.01.01.02 Bangunan Gudang

-dsl-

S.Ol.Ol.Ol Jalan Ocsa

5.01.01.02 Jalan Khusus

●dsl-

Jembatan Pada Jalan

Desa
5.01.02.01

Jmbaian Pada Jalan

Khusua
5.01.02.02

-dsi-

5.02.01.01 Bangunan Waduk Ir^asi

Bai^unan Pengambilan
Irigaai

-dst-

5.02.01.02

Bangunan Waduk
Pasana Sunit

Bangunan Pengambilan
Pasane Surui

5.02.02.01

5.02.02.02

-dat-

BangunanWaduk
Penaembangan Rawa

Bangunan PcngambilBn
Peneembangan Rawa

5.Q2.03.01

5.02.03.02

-dst-

Bangunan Pengaman
Sungai/Pantai dan
Penanggulangan
Beneana Alam	

5.02.04.01

Bangunan Pengambilan
Pengaman Sungai/Pantai

5.02.04.02

-dsl-

Bangunan Waduk
Pengembangan Sumber5.02.05,01

Air

Bangunan Pengambilan
Pengembangan Sumber5.02.05.02

Air

-dsl-

Bangunan Waduk Air
Beraih/AirBaku

5.02.06.01

Bangunan Pengambilan
Air Bcreih/Air Baku

5-02.06.02

-dst-

Bangunan Pembawa Air
Kotor

5.02.07.01

Bangunan Waduk Air
Kotor

5.02.07.02

-dst-

5.03.01.01 In&talasi Air Permukaan

5.03.01.02 inaialasi Air
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Sumbcr/Ma(a Air

-dsl-

Insialasi Air Buangan
DomwLik

5.03.02.01

InstaU&i Air Buangan
Induatri

5.03.02.02

-d»t-

In&talaai Pcngolahan
Sampah Organik

Inacalaai Pcngolahan

Sampah Non Organik

5.03.03.01

5.03.03.02

-dsl-

Inatalasl Pcngolahan
Bahan Bangunan
Perconlohan

5.03.04.01

Inatalaai Pcngolahan
Bahan Bangunan
Perintia

5.03.04.02

-dat-

Inatalasi Pembangkit
Ltalrik Tenaga Air tPLTA)

Instalaai Pembangkit
Listrik Tenaga Diesel

-dat-

503-05.01

5.03.05.02

instaiaai uandu Ltalnk

Induk
5.03.06.01

Inatalasi Gardu Liatrik

Distribusi
5.03.06.02

-dst-

5.03.07.01 Inatalasi lain

-dat-

5.04.01.01 Jaringan Pembawa

Jarii^an Induk
Distribusi

5.04.01.02

-dst-

5.04.02.01 Jaringan Transtnisi

5.04.02.02 Jaringan Distribusi

-dat-

Jaringan Tcicponc diatas
Tanah

S.04.03.01

Jaringan Telcporte
dibawah Tanah

5.04.03.02

-dat-

Jaringan Pipa Gaa
Tranamlai

5.04.04.01

5.04.04.02 Jaringan f^pa Distribusi

-dst-
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6.01.01.01 Buku

6.01.01.02 Serial

-dal-

6.01.02.01 Audio Visual

Bentuk mikro

[Microfofml
6.01.02.02

-dst-

Bahan Kartografi6.01.03.01

Naakah (Manuskr4>l/Asli6.01.03.02

-dst-

6.02.01.01 Alat Musik

6.02.01.02 Lukisan

●dsl-

6.02.02.01 Pahatan

Uaket, Miniatur, Replika
it»n Frop Dokumcn	

6.02.02.02

-dsl-

6.02.03.01 Tande Penghargaan

-dal*

6.03.01.01 Kewan Pengaman

6.03.01.02 Hewaii Pengangkut

●dsi-

Tcriiak Potong6.03.02.01

6.03.02.02 Ternak Perah

-dst-

6.03.03.01 Hewan Lalnnya

-dal-

6.04.01.01 Ikan Budklaya

-dst-

CrusCca Uudidaya
(Udang, Rajungan,
Kepiting dan
acbangaanyal

-dst-

6.04.02.01

MoUusca Budidaya
(Kerang, Ttram, Cumi-
Cumi. Curita, Siput dan
SebanBMnyn) 	

6.04.03.01

-dst-

Caelcntcrata Budidaya
(Ubur-Ubur dan
aebangsanyal

-dst-

6.04.04.01
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Echinodcrmata BucUdaya
fTripang, Bulu Babi dan
aebangaanya)

6.04.05.01

-det-

Amphibia BudUt^a
IKodok dan aebamtaanya}

-dst-

6.04.06.01

Reptilia Budtdaya
(Buaya, Penyu. Kura-
kura, Biawak, Ular Air

dan acbengaar>val

-dst-

6.04.07.01

Mammalia Budidaya
(Paua, Lumba-lumba,
Pcsut, Duyung dan

acbangaanval	
-dat-

6.04.08.01

Algae Budidaya (Rumput
laut dan tumbuh-

tumbiihan lain yang
hiduo di da lam air)

-dat*

6.04.09.01

Budidaya Bioata
Perairan lainnva

6.04.10.01

-dat-

6.05.01.01 Tanaman

-dat*

Aset Tetap Dakim
Renovaai

6.06.01.01

●dst*

Koiistruksi Oalam

Pcnacriaan
7.01.01.01

-dat'

8.01.01.01 Aset Tak Bciwujud

-dst-

AsetTak Berwujud
dalam pengeriaan

-dat'

8.02.01.01

TOTAL	

—-(17)—. Tanggal —(18)—
KEPALA DESA —(19)—

-(20)—
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Petunjuk Pengisian;
(1) : diisi nama Provinsi;
(2) : diisi nama Kabupaten:
(3) : diisi nama Kccamatan;
(4) ; diisi nama Desa;
(5) : diisi nama dcsa;
(6) : diisi lahun;

(7) : diisi nomor unit;

(8) : diisi kode barang sesuai kodefikasi aset desa;
(9) ; diisi nama barang;
(10) : diisi nomor unit pendaftaran barang sesuai buku invemaris;

: diisi merk/type;
: diisi bukti dokumcn/alas hak barang;

(13) : diisi tahun pcrolehan barang;
(14) : diisi iuas tanah dalam (m2);

: diisi nilai perolehan dalam rupiah (Rp);
: diisi kelerangan (asal-usul, lokasi, pengguna aset, dll yg dianggap pcrlu);

(17) : diisi nama dcsa;
(18) : diisi tanggal, bulan dan tahun;
(19) : diisi nama dcsa;

: diisi nama kepala dcsa, tanda tangan dan slcmpcl desa.

(11)

(12)

(15)
(16)

(20)

.GI> TIMUR,


